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ABSTRAK

N  a  m  a
: Harmani Sri Mumpuni
N    P    M
: 05160089
J  u  d  u  l
: Kedudukan Hukum Kreditur Pemegang Hak Jaminan 
  Kebendaan Terhadap Debitur Pailit Dalam Kaitannya 
  Dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Kegiatan pembangunan di bidang ekonomi tentu membutuhkan penyediaan modal yang cukup besar, karena merupakan salah satu faktor penentu dalam pelaksanaan pembangunan. Mengingat pentingnya kedudukan dana perkreditan melalui lembaga perbankan dalam proses pembangunan, sudah semestinya jika pemberi dan penerima kredit serta pihak lain yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat agar dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan sebagai upaya mengantisipasi timbulnya resiko bagi kreditur pada masa yang akan datang. 
Fungsi jaminan secara hukum adalah untuk menutup utang, karena itu jaminan merupakan sarana perlindungan bagi kreditur yaitu kepastian akan pelunasan utang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau penjaminan debitur. Di samping itu, jaminan dalam kredit bertujuan pula untuk memperkecil kerugian yang harus dihadapi oleh kreditur, apabila debitur tidak dapat mengembalikan kredit yang diperolehnya.

Adapun dalam hal upaya penyelamatan kredit dan penagihan langsung kepada debitur yang dilakukan oleh bank tidak membuahkan hasil, maka bank dapat segera dapat mengeksekusi agunan dengan cara, Pertama; Menjual sendiri agunan tersebut berdasarkan kuasa untuk menjual yang telah diperjanjikan terlebih dahulu antara debitur dan kreditur, Kedua; Mohon eksekusi akta pembebanan hak jaminan kebendaan yang berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” melalui Pasal 224 HIR kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, dan Ketiga; Menjual di bawah tangan.
Terhadap debitur macet yang pengurusan telah diserahkan kepada PUPN dan telah dipailitkan oleh kreditur konkuren lainnya,  maka Bank/PUPN sebagai Kreditur Pemegang Hak Jaminan Kebendaan berdasarkan Undang-undang Kepailitan mempunyai kedudukan sebagai kreditur separatis. Ditegaskan dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan bahwa Kreditur Separatis dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, namun hak Bank/PUPN untuk mengeksekusi obyek jaminan tersebut harus ditangguhkan, berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (1) yang menetapkan bahwa Hak Eksekusi Kreditur Pemegang Hak Jaminan Kebendaan ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal Putusan Pernyataan Pailit diucapkan.
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